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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hutan Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai sistem penyangga
kehidupan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial,
dan ekonomi nasional. Hutan berkontribusi dalam pengendalian iklim, pengaturan
tata air, pelestarian keanekaragaman hayati, penyediaan sumber penghidupan
bagi masyarakat, serta menjadi salah satu pilar pembangunan nasional. Oleh
karena itu, pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara optimal, adil, dan
berkelanjutan agar manfaat sumber daya hutan dapat memberikan kemakmuran
sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Amanat pengelolaan sumber daya alam secara konstitusional tertuang dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Amanat tersebut diperkuat melalui TAP MPR Nomor
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
yang menekankan prinsip pengelolaan sumber daya alam secara optimal, adil,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan pengurusan hutan dan penyelenggaraan
kehutanan, Pemerintah menyusun rencana kehutanan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Rencana kehutanan
disusun secara berjenjang menurut skala geografis dan jangka waktu
perencanaan, serta menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
kehutanan di seluruh wilayah Indonesia.

Di tingkat nasional, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-
I1/2011 dan direvisi pertama kali melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019. Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 memuat arahan makro spasial kawasan hutan
serta kebijakan, strategi, dan target pembangunan kehutanan nasional, dan
menjadi acuan utama bagi perencanaan kehutanan lintas sektor dan lintas wilayah.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011
- 2030 revisi pertama, dinamika pembangunan nasional dan global mengalami
perubahan yang signifikan, antara lain dengan berlakunya Undang-Undang Cipta
Kerja beserta peraturan turunannya, arah pembangunan nasional melalui RPJPN
2025-2045 dan RPIJMN 2025-2029, komitmen Indonesia terhadap pengendalian
perubahan iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net
Sink, serta kebijakan strategis seperti Reforma Agraria. Selain itu, terdapat
program dan kegiatan yang memerlukan ruang kawasan hutan untuk menampung
berbagai kepentingan pembangunan, antara lain adanya program strategis
nasional, program ketahanan pangan dan energi, kejadian bencana alam dan
penggunaan lain yang berbasis lahan. Perkembangan tersebut berdampak pada
meningkatnya kebutuhan ruang dalam kawasan hutan untuk berbagai kepentingan
pembangunan.

Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang dan
pengaturan ruang dalam kawasan hutan untuk berbagai kepentingan
pembangunan yang tentunya mempengaruhi arahan ruang pemanfaatan, capaian
target dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional Tahun 2011 - 2030. Oleh karena itu, diperiukan evaluasi dan penyesuaian
terhadap Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 sebagai acuan
dalam perencanaan ruang kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan perundang-undangan bidang kehutanan yang berlaku. Berdasarkan
ketentuan Pasal 270 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, evaluasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
Tahun 2011 - 2030 dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Evaluasi
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 telah dilaksanakan pada
Tahun 2024 dan merekomendasikan perlunya revisi Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional Tahun 2011 - 2030 untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan,
regulasi, tantangan strategis, serta keterbatasan ruang kawasan hutan yang
ditandai dengan penurunan luas kawasan hutan dari 130,68 juta hektare pada
Tahun 2011 menjadi 123,95 juta hektare pada Tahun 2025.



Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 membawa
sejumlah perubahan signifikan dibandingkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
Tahun 2011 - 2030 sebelumnya, salah satunya adalah dimungkinkannya terjadinya
kolaborasi (sharing) antar arahan pemanfaatan ruang dalam Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 dalam satu ruang. Kolaborasi dalam
pemanfaatan ruang secara praktik sedianya telah terjadi di lapangan dan diatur
dalam regulasi, akan tetapi pengaturan kolaborasi (mufti use) antara arahan
pemanfaatan belum diatur dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun
2011 - 2030 Revisi I. Pendekatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat
sosial, ekonomi, dan ekologi kawasan hutan secara berkelanjutan serta
memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan nasional dan
komitmen global. Dengan demikian, pengelolaan hutan diharapkan menjadi lebih
adaptif, integratif, dan optimal sekaligus tetap menjaga prinsip keberfanjutan dan
perlindungan lingkungan.

Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 Tahun 2011-
2030 diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan pembangunan kehutanan
nasional yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerataan manfaat, dan
ketahanan ekosistem hutan. Untuk itu, dokumen revisi Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 ini dapat menjadi landasan dalam menyusun
perencanaan kehutanan periode berikutnya, sekaligus tonggak penting dalam
memastikan hutan Indonesia tetap menjadi penopang utama bagi nilai ekologi,
ekonomi, dan sosial serta dapat berkontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim

global dan kehidupan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Batasan Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang, target, strategi
pengurusan hutan, perkembangan kebijakan dan perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tantangan strategis global terkait keberlanjutan
penyelenggaraan kehutanan dan perubahan iklim, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
Tahun 2011-2030, meliputi:

1. Perlunya penyesuaian arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan terhadap
dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan nasional.



2. Kebutuhan pengaturan ulang target, kebijakan, dan strategi pemanfaatan
ruang kawasan hutan yang berkelanjutan.

3. Penyelarasan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan dan komitmen nasional serta
global di bidang kehutanan dan perubahan iklim.

II. EVALUASI ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Pengaturan terkait Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030
telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan, antara lain:

A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Perencanaan Kehutanan merupakan bagian dari Pengurusan Hutan. Pengurusan
Hutan dilakukan melalui kegiatan penyelenggaraan:

a) perencanaan kehutanan;

b) pengelolaan hutan;

c) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan
kehutanan, dan

d) pengawasan.

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
pengaturan terkait Perencanaan Kehutanan diatur dalam Bab IV Pasal 11 sampai
dengan Pasal 12 dan Bagian Keenam Pasal 20 Tentang Penyusunan Rencana
Kehutanan. Perencanaan Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah
yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan, meliputi:

a) inventarisasi hutan

b) pengukuhan kawasan hutan

C) penatagunaan kawasan hutan

d) pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
e) penyusunan rencana kehutanan.



Secara prinsip, Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah
tentang Penyusunan Rencana Kehutanan, telah dilaksanakan dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan diatur dalam Bab II Bagian Kedelapan dalam Pasal 42 sampai dengan
Pasal 52.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 menyebutkan
nomenklatur baru kawasan yang berfungsi konservasi, yaitu Areal Preservasi.
Dalam Pasal 8 ayat (4) dinyatakan bahwa Areal Preservasi dapat berupa: a).
daerah penyangga Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA),
dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; b).
koridor ekologis atau ekosistem penghubung; c). areal dengan nilai konservasi
tinggi; d). areal konservasi kelola masyarakat; dan/atau e). daerah perlindungan
kearifan lokal. Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan Areal Preservasi dapat
berasal dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan areal
penggunaan lain.

Penetapan Areal Preservasi, dimaksudkan untuk lebih mengakomodir
perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem di luar kawasan dengan
status hutan konservasi atau kawasan konservasi lainnya. Selain itu, juga dapat
menjadi modal untuk memperluas peran para pihak dalam upaya konservasi dan
mempertahankan proses ekologi, demi terwujudnya kelestarian keanekaragaman
hayati dan penyediaan layanan ekosistem yang vital bagi kelangsungan hidup
dan kesejahteraan manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja
pada klaster kehutanan (Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan secara prinsip bersifat omnibus karena mengatur



semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan dan mencabut 6 (enam) Peraturan Pemerintah yang telah terbit,

diantaranya:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan;

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan, penyusunan rencana kehutanan terdiri atas:

a. Jenis rencana kehutanan

b. Tata cara penyusunan rencana kehutanan, proses perencanaan, koordinasi,

dan penilaian

c. Sistem perencanaan kehutanan, dan

d. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan

Di tingkat nasional penyusunan rencana kehutanan dilakukan oleh

Kementerian. Penyusunan rencana kehutanan tingkat nasional mengacu pada

hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dan dengan memperhatikan aspek

lingkungan strategis. Rencana kehutanan merupakan pedoman bagi penyusunan
anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Perencanaan Kehutanan yang
diatur dalam ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, akan diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIJMN) Tahun 2025 — 2029
memberikan arah rencana pembangunan dari sektor kehutanan. Program
Prioritas Kementerian Kehutanan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPIMN) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



1. Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi
Prioritas Nasional 2 "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,
air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”.
Sasaran utama pada Prioritas Nasional 2 ini yang didukung oleh
Kementerian adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan
pendekatan nexus pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi
ekonomi hijau.

2. Selain itu, Kementerian mendukung Prioritas Nasional 4 "Memperkuat
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas" dengan sasaran utama yang didukung Kementerian adalah
terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata.

3. Prioritas Nasional 6 "Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan
kemiskinan" dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan
pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Selanjutnya, Kementerian juga mendukung sasaran utama pada Prioritas
Nasional 8 "Memperkuat penyelarasan kehidupan alam yang harmonis
dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar
umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur" yaitu
resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Terdapat 22 indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kementerian dalam
mendukung tiga sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPIMN
2025-2029.



E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, merupakan salah satu
Peraturan Menteri sebagai tidak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 bersifat omnibus karena mengatur terkait
bidang Planologi Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, ini

mencabut 15 (lima belas) Peraturan Menteri yang telah ada, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/MENHUT-II/2006 tentang Kriteria
dan Standar Inventarisasi Hutan;

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-11/2010 tentang Sistem
Perencanaan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-1I/2013 tentang
Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip
Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan
Tujuan Khusus;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian
Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.24/MENLHK/SETIJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan
untuk Pembangunan Food Estate.

Terkait dengan pengaturan mengenai penyusunan rencana kehutanan
telah diatur dalam Pasal 243 sampai dengan Pasal 270 Peraturan Menteri
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, yang memuat antara

lain:

1. Berdasarkan skala geografis, rencana kawasan hutan meliputi Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
(RKTP) dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Unit Pengelolaan.

2. Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka
waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah.

3. Kewenangan penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional adalah pada
Eselon I Kementerian yang menangani urusan perencanaan kehutanan,
dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Disebutkan bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Nasional sebagai rencana
kawasan hutan di tingkat nasional menjadi acuan dalam:

1. Penyusunan rencana kawasan hutan di tingkat provinsi atau Rencana
Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dan tingkat tapak atau Rencana
Pengelolaan Hutan tingkat Unit Pengelolaan.

2. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan
Penyusunan rencana pembangunan kehutanan, yaitu: Rencana Strategis
dan Rencana Kerja

Dalam Pasal 247 disebutkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional memuat
arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi

Kawasan Hutan untuk pembangunan Kehutanan dan pembangunan di luar

Kehutanan yang menggunakan Kawasan Hutan dalam skala nasional untuk

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam keterkaitannya dengan rencana teknis

kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam

Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dan dijabarkan lebih lanjut datam

rencana teknis Kehutanan yang disusun oleh eselon I teknis Kementerian yang

berwenang menyusun atau menangani penyusunan Rencana Kehutanan. Dalam
hal Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan belum disusun, penyusunan
rencana teknis Kehutanan pada masing masing eselon I teknis Kementerian
mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Rencana Makro

Penyelenggaraan Kehutanan disusun sesuai kebutuhan meliputi:

a. Rehabilitasi Hutan dan lahan DAS

b. pemantapan Kawasan Hutan

c. Pengelolaan Perhutanan Sosial
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konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Pemanfaatan Hutan;

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor Kehutanan
penyuluhan Kehutanan

S e ™o oo

pengembangan sumber daya manusia Kehutanan; dan
i. pengendalian dan pengawasan Pengurusan Hutan.

Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan
Hutan, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun
2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Hutan serta
Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi jo.
permen 23

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Hutan serta Pemanfaatan Hutan
Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi merupakan salah satu Peraturan Menteri
sebagai tidak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 bersifat omnibus karena mengatur terkait
bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Hutan serta
Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada prinsipnya
mengatur meliputi:

a) Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
b) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

¢) Usaha Pemanfaatan Hutan;

d) Pengolahan Hasil Hutan;

e) Penjaminan Legalitas Hasil Hutan;

f) Penatausahaan Hasil Hutan;
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g) PNBP Pemanfaatan Hutan;

h) Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan Pemanfaatan Hutan dan
Pengolahan Hasil Hutan; dan

i) Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Hutan dan
Pengolahan Hasil Hutan.

Pengaturan kegiatan penyusunan rencana kehutanan telah diatur dalam

Pasal 5, 9, 24, dan 148 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 8 Tahun 2021, yang memuat:

a. Perancangan Tata Hutan dalam pembagian blok dalam wilayah KPHL atau
KPHP memperhatikan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN),
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP);

b. RPHIP disusun berdasarkan hasil Tata Hutan dan memperhatikan Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi (RKTP);

c. Indikatif arahan pemanfaatan disusun dalam bentuk Peta Arahan
Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha dengan memperhatikan peta
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN);

d. Setiap pemegang PBPH wajib menyusun dokumen RKUPH untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan RPHIP KPH, paling lambat
1 (satu) tahun setelah PBPH diberikan.

Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan
Hutan Produksi yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Adapun
perubahan/pembaharuan kebijakan terkait Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung
dan Hutan Produksi akan mempengaruhi dalam penyusunan arahan
pemanfaatan ruang, target serta kebijakan dan strategi dalam arahan ruang
untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi dalam Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional Tahun 2011 - 2030.
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G. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan salah satu Peraturan Menteri
sebagai tidak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 bersifat omnibus karena mengatur pengaturan
terkait bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan
Sosial secara prinsip mengatur mengenai:
. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
. kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut;
. Jangka Benah kebun rakyat;
. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

e T T T = S T = S

. pengenaan sanksi administratif.

Pelaksanaan penyusunan rencana kehutanan pada Perhutanan Sosial,
adalah melalui penentuan arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial yang
ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS. Peta Indikatif Areal Perhutanan
Sosial (PIAPS) adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan
untuk Perhutanan Sosial. PIAPS ditetapkan melalui harmonisasi peta yang dimiliki
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, lembaga
swadaya Masyarakat dan sumber lain. PIAPS ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi
setiagp 6 (enam) bulan sekali oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang
bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan atas nama Menteri. Adapun
perubahan/pembaharuan  kebijakan terkait Perhutanan Sosial akan
mempengaruhi dalam penyusunan arahan pemanfaatan ruang, target serta
kebijakan dan strategi dalam arahan ruang untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis
Masyarakat dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030.
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H. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Nomor
P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional Tahun 2011 - 2030, yang merupakan Revisi I Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi
Permenhut P.49/Menhut-I1/2011, yang mempertimbangkan capaian kinerija,
perubahan dan dinamika lingkungan eksternal di bidang kehutanan dan juga
arahan program dan kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah dalam kurun
waktu 2011 - 2019.

II1. ANALISIS PERATURAN MENTERI
Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Revisi Rencana Kehutanan

Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030 dilakukan karena terbitnya regulasi,

kebijakan dan program pemerintah baru yang perlu disesuaikan dengan arahan

ruang, target, kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan hutan dalam Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.41/MENLHK/SETIEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

Tahun 2011 — 2030. Beberapa penyesuaian dimaksud antara lain:

A. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan turunannya yang menyebabkan
perubahan arah transformasi kehutanan, diantaranya: Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Permen LHK 7/2021
tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Permen
LHK 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Permen
LHK 9/2021 tentang Perhutanan Sosial.

B. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang mengubah Undang-
Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
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yang menyebabkan perubahan pada kriteria arahan ruang serta kebijakan dan
strategi pada arahan Kawasan untuk Konservasi.
Dalam aturan baru tersebut telah diatur bahwa kegiatan konservasi SDA

Hayati dan Ekosistemnya tidak hanya dilaksanakan pada Kawasan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir,
dan pulau-pulau kecil saja; namun juga pada areal preservasi. Areal preservasi
adalah areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan
kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang
dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga
kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Alokasi Areal Preservasi dapat berupa hutan produksi berizin yang
berorientasi pada restorasi ekosistem (PBPH-RE), blok inti pada hutan lindung,
blok perlindungan di hutan produksi, dan kawasan/areal bernilai konservasi
tinggi. Hal ini berimplikasi terhadap revisi RKTN, berupa: pengalokasian wilayah
tertentu yang difungsikan dan dikelola dengan kaidah konservasi (areal
preservasi) dan dalam penentuan arahan ruang pemanfaatan Kawasan Untuk
Konservasi dan Perlindungan.
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 — 2029 yang memuat 8
Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dimana sektor kehutanan
mendukung dalam 4 Program Prioritas, yaitu Prioritas Nasional 2, 4, 6 dan 8. Hal
ini berimplikasi terhadap penentuan arahan ruang serta kebijakan dan strategi
dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional untuk pemenuhan program prioritas
tersebut.
Kebijakan terkait perubahan iklim (FOLU Net Sink, NDC) yang berpengaruh
terhadap isu strategis, target serta kebijakan dan strategi pada arahan Kawasan
untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut.

Beberapa program dan kebijakan yang mendorong perlu dilakukannya revisi

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 — 2030 adalah:

Al

Multiusaha Kehutanan untuk Mendukung Program Nasional Makan
Bergizi Gratis (Program Prioritas dalam Asta Cita)

Salah satu penjabaran Asta Cita yang dituangkan ke dalam 8 (delapan)
Program Hasil Terbaik Cepat adalah pemberian makan siang dan susu gratis di
sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
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Progam ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, mengingat
keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada rantai pasok pangan yang
solid dari hulu ke hilir, secara berkelanjutan.

Dalam konteks ketahanan pangan, diperlukan penguatan transformasi
sistem pangan menuju ekoregion sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan
tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Program ini secara global akan
berdampak terhadap revisi RKTN Tahun 2011-2030, dimana pengelolaan hutan
lestari berbasis Multiusaha Kehutanan (MUK) menjadi salah satu dukungan
penyediaan bahan pangan melalui skema agroforestri pada PBPH dan
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Selain itu pengelolaan Kawasan
Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) harus mendapatkan perhatian khusus
sebagai kontribusi sektor kehutanan terhadap program nasional MBG tersebut.

Proyek Strategis Nasional (PSN)

Untuk mengakomodir dinamika pembangunan nasional, terdapat kebijakan
di bidang kehutanan yang mengatur terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penetapan PSN ini tersebar di seluruh Indonesia, memiliki nilai investasi tinggi
dan berdampak ekonomi luas seperti: sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar
udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi. Cakupan PSN
ini tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga
memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan,
pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Daftar Proyek Strategis Nasional, menyebutkan bahwa salah satu PSN
mengakomodir program peningkatan penyediaan pangan nasional (Food Estate).
Kementerian Kehutanan telah menetapkan Program Prioritas yang mendukung
penyediaan lahan untuk Food Estate yaitu: a) Food Estate Besar, berada di
Merauke seluas 1,6 juta hektare; b) Food Estate Sedang, berada di Provinsi
Kalimantan Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dengan
luas tiap provinsi +100.000 hektare; dan c) Food Estate Kecil, yang berada di
beberapa provinsi dengan luas tiap provinsi 10.000-20.000 hektare. Selain itu
Pemerintah juga menetapkan PSN lain yang meliputi pengembangan
Infrastruktur, Pariwisata, Pendidikan, dan Kesehatan.
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Dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa kegiatan PSN
dapat dilakukan melalui skema perubahan peruntukan kawasan hutan,
penggunaan kawasan hutan, dan Perhutanan Sosial. Hal ini akan berdampak
pada perubahan dalam penatagunaan kawasan hutan dan penentuan arahan
pemanfaatan kawasan hutan pada RKTN 2011-2030 Revisi I yang harus
diantisipasi dalam Revisi RKTN.

Transmigrasi, Permukiman, dan Infrastruktur (Fasum Fasos)

Isu Transmigrasi, Permukiman, dan Infrastruktur (Fasum Fasos)
merupakan salah satu faktor pendorong (driver) pada perubahan realitas dan
target arahan ruang dalam revisi RKTN Tahun 2011-2030. Isu ini menyebabkan
tekanan (pressure) berupa terjadinya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Hal tersebut, menyebabkan pengurangan luas kawasan hutan dan pengurangan
luas tutupan kawasan hutan. Namun kondisi tersebut tentu juga mengakibatkan
terpenuhinya kebutuhan lahan untuk transmigrasi, permukiman, dan
infrastruktur. Untuk menanggapi kebutuhan akan areal untuk Transmigrasi,
Permukiman, dan Infrastruktur (Fasum Fasos), pemerintah telah melakukan
beberapa kebijakan. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Menteri LHK antara
lain mengatur beberapa hal yaitu: a) Perubahan Batas Kawasan Hutan melalui
mekanisme PPTPKH dan TORA; b) Pelepasan Kawasan Hutan untuk
Transmigrasi, Permukiman, dan Infrastruktur (Fasum Fasos); c) Penyelesaian
Kegiatan Terbangun Dalam Kawasan Hutan melalui PP.24/2021; dan d)
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi, Permukiman, dan
Infrastruktur (Fasum Fasos).

. Kemiskinan Masyarakat di Sekitar Hutan

Isu kemiskinan masyarakat di sekitar hutan merupakan salah satu faktor
pendorong (driver) pada perubahan realitas dan target arahan ruang dalam
RKTN Tahun 2011-2030. Isu ini menyebabkan tekanan (pressure) berupa
penguasaan lahan dalam kawasan hutan, legal dan illegal logging serta
kesadaran masyarakat. Untuk menanggapi isu kemiskinan masyarakat di sekitar
hutan telah dilakukan beberapa kebijakan oleh Menteri LHK yang mengatur
beberapa hal yaitu: a) Persetujuan Perhutanan Sosial (Permen LHK P.9/2021);



18

b) Kemitraan Konsesi; c) Kemitraan Konservasi; dan d) Penyediaan lapangan
kerja padat karya sektor kehutanan (Kebun Bibit Rakyat, Rehabilitasi DAS).

Kondisi Pasar Produk Hasil Hutan

Isu kondisi pasar produk hasil hutan merupakan salah satu faktor
pendorong (driver) pada perubahan realitas dan target arahan ruang dalam revisi
RKTN Tahun 2011-2030. Isu ini menyebabkan tekanan (pressure) berupa produk
hasil hutan berupa kayu yang tidak terserap di pasar internasional, adanya
kebijakan larangan ekspor kayu, sertifikasi dan legalitas produk, persaingan
produk dengan negara lain, penguasaan lahan dalam kawasan hutan, dan legal
dan illegal logging. Hal tersebut, dapat menyebabkan terjadinya penurunan
kualitas lingkungan hidup, perubahan luas kawasan hutan, penurunan kualitas
dan kuantitas keanekaragaman hayati dan penurunan kontribusi ekonomi sub
sektor kehutanan. Namun disisi lain, kondisi tersebut dapat mengakibatkan
adanya peningkatan dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan
masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dan peningkatan kontribusi ekonomi sub
sektor kehutanan (kayu, HHBK, jasling, wisata alam). Untuk menanggapi isu
kondisi pasar produk hasil hutan telah dilakukan beberapa kebijakan oleh Menteri
LHK yang mengatur beberapa hal yaitu: a) Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan
(PBPH) multiusaha kehutanan (Permen LHK P.8/2021); dan b) Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK).

Climate Change

Isu Climate Change merupakan salah satu faktor pendorong (driver) pada
perubahan realitas dan target arahan ruang dalam reivisi RKTN Tahun 2011-
2030. Isu ini menyebabkan tekanan (pressure) berupa peningkatan suhu udara,
frekuensi kebakaran masih terjadi dan peningkatan bencana (tanah longsor,
banjir, kekeringan). Hal tersebut, dapat menyebabkan kualitas lingkungan
menurun, meningkatkan resiko gagal panen dan meningkatkan resiko kegagalan
rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dan restorasi gambut. Untuk menanggapi isu
Climate Change telah dilakukan beberapa kebijakan oleh Menteri LHK yang
mengatur beberapa hal yaitu: a) NDC, FOLU Net Sink; b) Penguatan rehabilitasi
DAS dengan PP 26/2020; c) Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan
Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan
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Kawasan Hutan Baru (PIPPIB) pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; dan
d) Pemulihan ekosistem gambut melalui rewetting, revegetation, revitalization.

G. Keberadaan HCVF di Luar Kawasan Konservasi

Isu keberadaan HCVF di luar Kawasan Konservasi merupakan salah satu
faktor pendorong (driver) pada perubahan realitas dan target arahan ruang
dalam revisi RKTN Tahun 2011-2030. Isu ini menyebabkan tekanan (pressure)
berupa kegiatan terhadap Konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati,
perlindungan gambut dan mangrove di Kawasan Hutan, Bioprospeksi hutan dan
pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL. Hal tersebut, menyebabkan peningkatan
kompleksitas pengelolaan di luar Kawasan Konservasi. Namun disisi lain, kondisi
tersebut juga dapat mengakibatkan adanya peningkatan keanekaragaman
hayati, mendorong pengelolaan berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan
hidup dan peningkatan cadangan karbon. Untuk menanggapi isu keberadaan
HCVF di luar Kawasan Konservasi telah dilakukan beberapa kebijakan oleh
Menteri LHK yang mengatur terkait dengan penguatan konservasi dan
perlindungan hutan melalui UU 32/2024.

H. Adanya aksi korektif untuk perbaikan Tata kelola kelembagaan dan
penegakan hukum kehutanan

Isu adanya aksi korektif untuk perbaikan tata kelola kelembagaan dan
penegakan hukum kehutanan merupakan salah satu faktor pendorong (driver)
pada perubahan realitas dan target arahan ruang dalam revisi RKTN Tahun 2011-
2030. Isu ini menyebabkan tekanan (pressure) berupa kebijakan percepatan
penetapan kawasan hutan, penerapan multiusaha kehutanan, Perhutanan Sosial
dan PPTPKH, dan penegakan hukum.

IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
A. Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri

Secara filosofis pengaturan dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -
2030, didasarkan pada:
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1. Sesuai dengan Pelimpahan Kewenangan dari Menteri Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, penyusunan rencana kehutanan tingkat
nasional dilakukan oleh Kementerian. Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan merupakan salah satu Direktorat Jenderal
yang berada di organisasi Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas
diantaranya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan rencana kawasan hutan. Dalam melaksanakan tugas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana
makro kehutanan, pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dibentuk
satu unit kerja Eselon II bernama Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan
Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Direktorat Rencana,
Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang rencana makro kehutanan. Berdasarkan hal di atas, Menteri
Kehutanan secara implisit telah memberikan tugas kepada Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan cq. Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan, dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan untuk melaksanakan kegiatan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana makro kehutanan.

2, Menjamin Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pengertian dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip
yang menjadi acuan bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan
wewenang dan mengambil keputusan untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan melayani. Asas-Asas Utama dari Asas Umum Pemerintahan
yang baik meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan,
kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan,
kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, seperti yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana di atas secara
prinsip diterapkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030. Tujuan
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diterapkannya Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Rancangan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
Tahun 2011 - 2030 adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat, serta untuk
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang pejabat pemerintah, dengan memastikan keputusan dan
tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan etika yang berlaku.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini telah mengikuti
tata urutan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telah melalui
rapat koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan,
serta Konsultasi Publik dengan pihak yang berkepentingan dengan kawasan
hutan lingkup nasional, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

B. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN

Perubahan terbaru yang menjadi dasar revisi Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 meliputi:

1. Transformasi Tata Kelola Kehutanan, meliputi:
a. pengelolaan kawasan hutan dari timber management menjadi /andscape
management
b. pengelolaan hutan oleh negara (state-based forest management) ke arah
pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community-based forest
management)
c. paradigma pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
d. paradigma penguatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
2. Transformasi Usaha Kehutanan
a. Dukungan terhadap Asta Cita, diantaranya program kedaulatan pangan dan
makanan bergizi.
b. Revitalisasi usaha kehutanan adalah peningkatan rasio penerimaan negara
terhadap produk domestik bruto (PDB)
3. Transformasi Pengaturan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan
Perubahan paradigma pengelolaan kawasan hutan di Indonesia kini

mengarah dari konsep single-use menuju pendekatan mufti-use. konsep
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arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional yang sesuai adalah

kombinasi antara land sparing dan land sharing.
4. Penyesuaian kelembagaan sesuai dengan pembentukan Kementerian

Kehutanan.
Format Rancangan Peraturan Menteri

Rancangan Peraturan Menteri ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional Tahun 2011-2030, yang mempertimbangkan capaian kinerja,
perubahan dan dinamika lingkungan eksternal di bidang kehutanan dan juga
arahan program dan kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah dalam kurun
waktu 2019 - 2025. Rancangan Peraturan Menteri ini akan mencabut Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.

. Materi Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030 memuat:
1. Batang tubuh
Batang tubuh terdiri dari 5 (lima) pasal yang didalamnya mengatur:
a. Ketentuan umum
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) merupakan dokumen
yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang serta
potensi kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
menjadi acuan dalam:
1) penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan;
2) penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
3) penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan
Pengelolaan Hutan;
4) penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;
5) penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
6) koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor;
dan/atau
7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
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b. Materi yang akan diatur
Rancangan Peraturan Menteri akan memuat Rencana Kehutanan dan
Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-
2030 sebagai lampiran. Selain itu terdapat lampiran lainnya, yaitu Peta
Dasar dan Peta Tematik yang digunakan dalam penyusunan Revisi Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030.

¢. Ketentuan peralihan

Rancangan Peraturan Menteri ini akan mencabut Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.41/MENLHK/SETIJEN/KUM.1/7/2019. Akan tetapi, seluruh dokumen
perencanaan kehutanan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.41/MENLHK/SETIEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional Tahun 2011-2030, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya
disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

2. Lampiran

Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dilampiri dengan Rencana

Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

Tahun 2011-2030. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 — 2030

mencakup 9 bab, yaitu:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Realita dan Potensi Kinerja Kehutanan

Bab 3. Paradigma Pengelolaan Hutan ke Depan

Bab 4. Visi, Misi, dan Tujuan

Bab 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan

Bab 6. Target Capaian Sektor Kehutanan

Bab 7. Arah Kebijakan dan Strategi

Bab 8. Pengarusutamaan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -
2030

Bab 9. Penutup

Daftar Istilah

Lampiran

a. Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-

2030
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b. Peta Dasar dan Peta Tematik yang digunakan dalam penyusunan Revisi
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 — 2030

PENUTUP

AI

Kesimpulan

Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional Tahun 2011-2030 merupakan kebutuhan strategis untuk menjamin
keselarasan perencanaan kehutanan nasional dengan perkembangan regulasi,
dinamika pembangunan, dan tantangan global. Rancangan Peraturan Menteri
Kehutanan ini menjadi landasan penting bagi pengelolaan kawasan hutan yang
berkelanjutan, adaptif, dan berkeadilan serta acuan bagi penyusunan rencana
kehutanan di tingkat pusat, daerah juga tapak.

Saran

Disarankan agar Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 segera ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengetahui,

Direktur Rencana, Perubahan
Kawasan Hutan, dan Pembentukan

Beni Rahdrjo




